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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak yang 
dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa dan seberapa besar kontribusinya terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Kota Jayapura. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua data dari laporan penerbitan dan pencairan Surat Paksa serta semua 
laporan penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang ada pada Kantor Penerimaan Pajak 
(KPP) Kota Jayapura. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah semua data yang 
berasal dari laporan penerbitan serta pencairan Surat Paksa dan laporan penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan pada tahun 2010-2014 yang ada di Kantor Penerimaan Pajak (KPP) 
Kota Jayapura. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi dan wawancara. Untuk menguji hipotesis penelitian ini, maka teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat 
paks pada tahun 2010 dinilai cukup efektiv, pada tahun 2011 dinilai kurang efektif sesuai 
dengan klasifikasi pengukuran efektivitas, sedangkan pada tahun 2012-2013 dinilai tidak 
efektif karena <60 persen sesuai dengan klasifikasi pengukuran efektivitas dan pada tahun 
2014 tingkat efektivitasnya berada pada tingkat kurang efektif. Sementara itu tingkat 
kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2010 tergolong kriteria sedang, 
tahun 2011 tergolong kriteria cukup baik dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di 
KPP Kota Jayapura .Pada tahun 2012 tergolong kriteria baik dalam Penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan di KPP kota Jayapura.Sedangkan pada tahun 2013 tergolong kriteria 
kurang dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP kota jayapura. Dan untuk di 
tahun 2014 tergolong kriteria cukup baik dalam penerimaan pajak penghasilan badan di 
KPP kota Jayapura. 
 




Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan 
bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan 
hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, 
pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan 
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berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus 
digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.  
Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan 
negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. 
Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam 
RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor 
perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan 
belanja. Dalam data pokok APBN 2005-2011 (www.hitungpajak.wordpress.com) 
untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun, 878.7 triliun 
berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan 
berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2012 Penerimaan 
perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan 
dengan target  Perubahan 2011 sebesar Rp 878,7 triliun.  Pada tahun 2011, hingga 
bulan September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 
878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun.  
Kondisi penerimaan 2011 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang 
cukup tinggi di 2012 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya Sensus Penduduk 
Nasional di 2011 dan berakhir di tahun 2012. Diharapkan hasil dari Sensus Pajak 
Nasional ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu 
meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan. Sensus Penduduk Nasional 
mempunyai kaitan  yang cukup tinggi dalam kaitan pencapaian target tax ratio 
12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada 
di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, 
sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 
8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya.  
Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak 
terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun 
hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat 
bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan masih sangat rendah. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah 
dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan 
reformasi pajak (tax reform). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih 
menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan 
jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, 
khususnya dengan cara meningkatkan penerimaaan negara melalui perpajakan dari 
berbagai  sumber di luar minyak bumi dan gas. 
Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi 
pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat 
paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang 
yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 
 
 
Jurnal FuturE - 172- 
 
 
tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.  
Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Penagihan Pajak adalah 
serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak.Munculnya utang pajak disebabkan karena wajib pajak tidak 
membayar pajak/menunggak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. 
Apabila hal tersebut terjadi maka Direktur Jendral Pajak dapat melakukan tindakan 
penagihan pajak. Proses penagihan pajak dimulai dengan diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak (SKP) dengan masa berlaku 30 hari dari tanggal jatuh tempo. 
Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajaknya sampai 7 hari setelah jatuh tempo, 
maka Surat teguran akan dikeluarkan. Apabila wajib pajak masih tidak melunasi 
utang pajaknya sampai 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran maka dikeluarkan 
Surat Paksa. 
Surat Paksa merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak, apabila 
penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari terbitnya 
surat teguran. Dengan demikian yang dimaksud dengan Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh penagih pajak/jurusita pajak apabila 
penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari terbitnya 
surat teguran.
 
Tabel 1.1. Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada Tahun 
2012-2014. 
NO BULAN 













1 JANUARI 84.28% Cukup  efektif 0 - 20.10% Tidak Efektif 
2 FEBRUARI 68.77% Kurang Efektif 9.56% Tidak Efektif 36.41% Tidak Efektif 
3 MARET 60.00% Kurang Efektif 16.25% Tidak Efektif 44.25% Tidak Efektif 
4 APRIL 64.49% Kurang Efektif 20.76% Tidak Efektif 44.25% Tidak Efektif 
5 MEI 66.58% Kurang Efektif 28.76% Tidak Efektif 31.55% Tidak Efektif 
6 JUNI 68.51% Kurang Efektif 32.88% Tidak Efektif 32.30% Tidak Efektif 
7 JULI 65.46% Kurang Efektif 44.91% Tidak Efektif 31.38% Tidak Efektif 
8 AGUSTUS 68.76% Kurang Efektif 45.84% Tidak Efektif 27.62% Tidak Efektif 
9 SEPTEMBER 66.76% Kurang Efektif 27.47% Tidak Efektif 35.62% Tidak Efektif 
10 OKTOBER 64.34% Kurang Efektif 29.84% Tidak Efektif 35.62% Tidak Efektif 
11 NOVEMBER 66.34% Kurang Efektif 38.51% Tidak Efektif 25.34% Tidak Efektif 
12 DESEMBER 77.34% Kurang Efektif 39.69% Tidak Efektif 25.23% Tidak Efektif 
Sumber : Data diolah (2015) 
 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mencoba 
mengangkat suatu masalah, yaitu; bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak 
dengan surat paksa  terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP 











Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 
dicapainyakeberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 
selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 
sesungguhnya dicapai. Berikut ini adalah pengertian efektivitas dari beberapa sumber, 
diantaranya: 
Menurut Jones dan Pendlebury dalam Rahma (2010) bahwa, “Efektivitas adalah 
keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Wijayanto 
(2012:17) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai 
sasaran. Efektivitas terkait dengan terminologi Doing the right thing melakukan 
sesuatu yang benar sehingga diistilahkan berhasil guna”. 
Menurut Mahmudi (2010:103) bahwa, “Efektivitas merupakan hubungan antara 
output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap 
pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. 
 
Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual penelitian menurut Sapto haryoko dalam Iskandar 
(2010:54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variable-variable penelitian, 
bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variable-variable 
penelitian yang ingin di teliti. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu di 
kemukakan apabilapenelitian berkenaan dengan  dua variable atau lebih. Apabila 
penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri, maka perlu 
dilakukan deskripsi argumentasi terhadap variasai besarnya variasi yang diteliti. 
      
A.  
B.      






Jenis Dan Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif  yaitu berupa angka-
angka yang tersedia untuk dikelola. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah 
data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). 
Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 
















Berdasarkan judul penelitian, maka variabelnya dibedakan atas dua yaitu 
penagihan pajak dengan surat paksa sebagai varabel (X) atau bebas dan penerimaan 
pajak badan sebagai variabel (Y) atau terikat. 
Pada pengukuran variabel penelitian ini, penulis menggunakan dasar pengukuran 
terhadap dua variabel yang menjadi objek pengamatan yaitu: 
a. Surat Paksa diukur dengan menjumlahkan semua tunggakan pajak berdasarkan 
Surat Paksa yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Jayapura dan 
diukur dengan menggunakan satuan lembar dan rupiah (Rp) dengan rumus: 
     Jumlah Utang Pajak + Biaya Penagihan Pajak (1) 
(sumber kantor penerimaan pajak) 
b. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diperoleh dengan menjumlahkan 
semua Pajak Penghasilan (PPh) badan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Kota Jayapura dan diukur dengan menggunakan satuan rupiah (Rp) 
dengan rumus: 
     Jumlah PPh Non Migas + Jumlah PPh Migas (2) 
(sumber kantor penerimaan pajak) 
 
Metode Analisis Data 
Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang 
digunakan peneliti adalah : 
1. Analisis Deskriptif   
Analisis deskriptif  adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data – 
data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematika dan 
tidak menyimpulakan hasil penelitian. Dalam penelitian ini,  peneliti 
mengunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan 
adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.  
a.   Rasio efektivitas penerbitan surat paksa  
Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus 
diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat 
keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan 
Penerbitan Surat Paksa : 
 
Efektivitas Penerbitan Surat Paksa=
jumlah penagihan yang dibayar
jumlah penagihan yang diterbitkan
 X100% 
 (Halim, 2010:164) 
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    Tabel 3.1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 
Persentase Kriteria 
>100% Sangat efektif 
90 - 100% Efektif 
80 - 90 % Cukup efektif 
60 - 80 % Kurang efektif 
<60% Tidak efektif 
   Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2004 
     
 
Tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila efektivitas yang dicapai kurang dari 
60 persen maka kriterianya tidak efektif dan apabila efektivitas yang dicapai 
lebih dari 100 persen maka kriterianya sangat efektif. 
b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan 
suratpaksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang ada pada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Jayapura , maka digunakan analisis rasio 
penerimaan tunggakan pajak. Adapun rumus untuk menghitung analisis rasio 




Pencairan Tunggakan Pajak di KPP
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP
  X 100% 
( Munir dalam Rodiah,2010) 
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak 
terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, maka digunakan kriteria sebagai 
berikut: 
Tabel 3.2.Klasifikasi Pengukuran Kontribusi 
Persentase Kriteria 
< 0,5% Sangat Kurang 
0,5% - 1% Kurang 
1% - 2,5% Sedang 
2,5% - 5% Cukup Baik 
5% - 10% Baik 
>10% Sangat Baik 
(Sumber Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996) 
 
Tabel tersebut menunjukkan apabila apabila kontribusinya dibawah 0,5 persen maka 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan surat paksa 
Dari Kantor penerimaan penghasilan pajak (KPP) kota jayapura di dapatkan data 
surat paksa dari tahun 2010 sampai 2014, sebagai berikut:
 
Tabel 4.1 Penerbitan dan Pencairan surat paksa tahun 2010-2014 
 
 
Untuk mengetahui efektivitas pada surat paksa di gunakan rumus: 
 
 Efektivitas Penerbitan Surat Paksa=
jumlah penagihan yang dibayar
jumlah penagihan yang diterbitkan
 X100% 
 
Dengan Hasil yang di peroleh dari tahun 2010-2014 
 
Tabel 4.2 Penerbitan dan Pencairan Surat Paksa serta Tingkat Efektivitasnya 





Lbr Rupiah Lbr Rupiah % % 
2010 267 21.087.546.025 234 18.380.323.000 87,64% 87,16% 
2011 467 43.534.898.717 321 32.524.698.025 68,7% 74,7% 
2012 876 174.783.522.575 489 102.413.674.100 55,8% 58,6% 
2013 571 70.322.728.468 229 19.158.840.037 40,1% 27,2% 
2014 612 85.478.321.961 508 54.955.843.204 83% 64,30% 
  Sumber: data diolah 
 
2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 
Dari Pengambilan data pada kantor pajak kota jayapura di dapatkan 15 pajak 
badan yang telah terdaftar di kantor kpp jayapura. 
Dengan dibagi menjadi 2 bagian yaitu PPh Non Migas dan PPh Migas. 





 Lbr Rupiah Lbr Rupiah 
2010 267 21.087.546.025 234 18.380.323.000 
2011 467 43.534.898.717 321 32.524.698.025 
2012 876 174.783.522.575 489 102.413.674.100 
2013 571 70.322.728.468 229 19.158.840.037 
2014 612 85.478.321.961 508 54.955.843.204 
(5) 
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- 256.000.000 - - - 
PPh fiskal 
luar negri 
- - - - - 
2.PPH 
Migas 
- - - - - 
PPh migas 
lainnya 
- - - - - 
PPh gas 
alam 
- - - - - 
PPh Minyak 
Bumi 
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Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP kota 
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3. Kontribusi Surat paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 
Untuk Mengetahui Seberapa besar kontribusi antara Penagihan pajak 
dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sehinggah 
data yang di perlukan dalam surat paksa hanyalah nominal pencairan dan pada 
penerimaan pajak penghasilan yaitu total realisasi pajak penghasilan dari tahun 
2010-2014.
 
Table 4.5 Pencairan surat paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 
pada KPP Kota Jayapura Tahun 2010-2014 
Tahun  
Surat Paksa 
Penerimaan Pajak Penghasilan 
Badan 
Rupiah Rupiah 
2010 18.380.323.000 1.699.471.000.000 
2011 32.524.698.025 932.160.000.000 
2012 102.413.674.100 1.192.842.000.000 
2013 19.158.840.037 1.287.843.000.000 
2014 54.955.843.204 1.941.696.000.000 
 
maka di gunakan analisis rasio dengan rumus sebagai berikut : 
 
RPTP = 
Pencairan Tunggakan Pajak di KPP
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP
  X 100% 
 
Maka didapatkan data untuk tingkat kontribusi pencairan surat paksa dan 
penerimaan pajak penghasilan badan adalah : 
Tabel 4.6. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan serta 








2010 18.380.323.000 1.699.471.000.000 1,08% 
2011 32.524.698.025 932.160.000.000 3,5% 
2012 102.413.674.100 1.192.842.000.000 8,6% 
2013 19.158.840.037 1.287.843.000.000 1,5% 
2014 54.955.843.204 1.941.696.000.000 2,8% 










Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Tahun 2010 penerbitan surat paksa 267 lembar dimana jumlah nominal yaitu 
Rp21.087.546.025 akan tetapi juru sita pajak hanya mencairkan surat paksa 234 
lembar dengan jumlah nominal Rp18.380.323.000.  
2. Pada tahun 2011 peningkatan jumlah surat paksa terjadi menjadi 467 lembar 
dengan nominal Rp 43.534.898.717, tetapi pencairan surat paksa hanya 321 
lembar dengan jumlah nominal Rp32.524.698.025. 
3. Tahun 2012 terjadi lagi peningkatan dengan jumlah penerbitan surat paksa 
mencapai 876 lembar dengan nilai nominal Rp174.7783.522.575, tetapi 
pencairan surat paksa hanya 489 dengan nilai nominal yaitu Rp102.413.674.100. 
4. Tahun 2013 Penurunan terjadi di penerbitan surat paksa dimana ada 571 lembar 
penerbitan surat paksa dengan nilai nominal Rp70.322.728.468, dengan 
pencairan surat paksa sebanyak 229 lembar dengan jumlah nominal 
Rp19.158.840.037. 
5. Untuk tahun 2014 terjadi lagi penambahan jumlah penerbitan sebanyak 612 
lembar surat paksa dimana jumlah  nominalnya adalah Rp85.478.321.961 dengan 
pencairan surat paksa sebanyak 508 lembar dengan nominal Rp54.955.845.204. 
6. Namun apabila tingkat efektivitas lima tahun tersebut dijumlahkan, maka rata-
rata tingkat efektivitas yang diperoleh adalah 63,5 persen dan dinilai kurang 
efektiv karena berada pada tingkat klasifikasi antara 60-80 persen. 
7. pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di 
KPP Kota Jayapura  di tahun2010 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 1,08 
persen. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan 
pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp18.380.323.000,00 dengan Penerimaan 
Pajak Penghasilan Badan yang sebesar Rp1.699.471.000.000,00. Nilai kontribusi 
di tahun ini tergolong kriteria sedang  dalam Penerimaan Pajak Penghasilan 
Badan di KPP Kota Jayapura karena berada pada persentase 1-2,5 persen sesuai 
dengan klasifikasi pengukuran kontribusi. 
8. Tahun 2011 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 3,5 persen. Nilai tersebut 
didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa 
sebesar Rp32.524.698.025,00 dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang 
sebesar Rp932.160.000.000,00. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria 
cukup baik dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Kota Jayapura 
karena berada pada persentase 2,5-5 persen sesuai dengan klasifikasi pengukuran 
kontribusi. 
9. Pada tahun 2012 nilai kontribusinya meningkat sebesar 8,6 persen, nilai ini 
berasal dari perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa yang ada 
di KPP Kota Jayapura sebesar Rp102.413.674.100,00 dengan Penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan sebesar Rp1.192.842.000.000,00. Nilai kontribusi di tahun ini 
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tergolong kriteria baik dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP 
Kotajayapura karena berada pada persentase 5-10 persen sesuai dengan 
klasifikasi pengukuran kontribusi, hal ini disebabkan meningkatnya Surat Paksa 
secara drastis dan diikuti dengan peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan 
Badan. 
10. pada tahun 2013 nilai kontribusinya mengalami penurunan sebesar 1,5 persen, 
nilai ini berasal dari perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa 
yang ada di KPP Kota Jayapura sebesar Rp19.158.840.037,00 dengan 
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp1.287.843.000.000,00. Nilai 
kontribusi di tahun ini tergolong kreiteria sangat kurang dalam Penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan di KPP Kota Jayapura karena berada pada persentase 0,5-1 
persen sesuai dengan klasifikasi pengukuran kontribusi, hal ini disebabkan 
menurunnya Surat Paksa secara drastis namun penerimaan Pajak Penghasilan 
Badan tetap meningkat. 
11. pada tahun 2014 nilai kontribusinya mengalami peningkatan  sebesar 2,8 persen, 
nilai ini berasal dari perhitungan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa 
yang ada di KPP Kota Jayapura sebesar Rp54.955.843.204,00 dengan 
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp1.941.696.000.000,00. Nilai 
kontribusi di tahun ini tergolong kreiteria Cukup baik dalam Penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan di KPP Kota Jayapura karena berada pada persentase 2,5-5 
persen sesuai dengan klasifikasi pengukuran kontribusi. 
12. Namun apabila tingkat kontribusi kelima tahun tersebut dijumlahkan, maka rata-
rata tingkat kontribusi yang diperoleh adalah 4,5 persen dan dinilai cukup baik 
berdasarkan klasifikasi pengukuran kontribusi berada pada rentang 2,5 persen 
sampai 5 persen. 
 
Saran 
Adapun saran yang berikan kepada KPP Kota Jayapura  untuk tahun-tahun 
berikutnya, antara lain: 
1. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak lebih menggencarkan sosialisasi 
perpajakan terhadap Wajib Pajak mengenai peraturan-peraturan Perpajakan agar 
kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak meningkat. 
2. Menerbitkan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas 
bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan  pajak dapat 
meningkat. 
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan lebih spesifik, misalnya 
meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dapat dilihat pengaruh penagihan 
pajak terhadapmasing-masing Wajib Pajak.  
4. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengujian dengan lebih banyak 
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